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Menimbang

a.

SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2018, yang menyatakan bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa ...



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 1
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Negara (Lembaran Negara Republik Indon
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Lembaran Negara Republik Indonesia

sia Nomor 5587) sebagaimana telah
gara Republik

g Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan
mbahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 28
Republik Indonesia Tahun 200
3 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ne

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

aan Keuangan Badan Layanan Umum
Tambahan Lembaran Negara Republik
ran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Nomor 244,
diubah beberapa kali terakhir denga
Indoriesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Indoriesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peratu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Indoresia Nomor 5340);
9. Peraturan ...




10.

11.

12.

13.
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15.

16.
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
. (Lembar i
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norigr ﬁl:l;?i;.a REpEET

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimban
4 gan (Lembaran N i
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567gg)r.a .

Peratur‘an Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 1
6322);

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
hun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
omor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

h Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
aerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Ta
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 N
Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera
2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran D

Sintang Nomor 3);

19. Peraturan ...



19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor
17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ( Lerabaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 8); :

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 240.581.936.653,27
b. Dana Perimbangan Rp. 1.305.574.639.979,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 427.803.107.842,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 1.973.959.684.474,27
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 598.868.631.650,00
2) Belanja Subsidi Rp. 0,00
3) Belanja Hibah Rp. 125.985.789.605,46
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.678.788.000,00

5) Belanja ...



5) Belanja Transfer Bantuan Keuangan  Rp. 403.971.458.241,54
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 826.063.542,00

Rp. 1.138.330.731.039,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 29.744.636.020,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 366.257.606.207,94
3) Belanja Modal Rp. 335.980.890.641,04
Rp. 731.983.132.868,98
Jumlah Belanja Rp. 1.870.313.863.907,98
Surplus/(Defisit) Rp. 103.645.820.566,29

3. Pembiayaan

&. Penerimaan Rp. 152.478.933.881,74
b. Pengeluaran Rp. 10.397.370.216,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 142.081.563.665,74
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lebih lanjut dirinci dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 .....



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati int dengan penempatannva dalam Benta

Daerah kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 Juh 2019

BUPEA

(
JAROT WINARNO

Diuncangkan di Sintang
pada tanggal 24 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

o
YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 60



